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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian 

kewenangan penyidik untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Polres 

Gunung Kidul adalah dapat dipastikan benar. Polres Gunung Kidul dalam 

menyediakan orang ahli didalam pemeriksaan terhadap anak disabilitas sebagai 

korban kekerasan seksual diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sudah sesuai 

dengan Pasal 120 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) 

dan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban sehingga keterangan yang diberikan mempunyai kekuatan 

hukum yang sah. 

B. Saran 

Penulis menyarankan agar kewenangan penyidik untuk mendatangkan 

orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas sebagai korban 

kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul dapat lebih diperhatikan dalam tata 

caranya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya 

dengan pengangkatan sumpah atau mengucapkan janji orang ahli dimuka 

penyidik bahwa akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya. Hal 

ini sangat membantu melindungi korban untuk mendapatkan haknya sebagai 

korban. Dengan demikian akan mengurangi suatu permasalahan hukum yang 



 

 

57 
 

 
 

baru. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana untuk 

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan anak disabilitas 

sebagai korban kekerasan seksual di Polres Gunung Kidul. 
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